
 

BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 9 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

BATASAN NILAI USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG  

BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2019  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan 

Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada 

Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat 

Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Batasan Nilai Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan 

Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa Tahun 

Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4355); 

4. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 

42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada 
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2017 Nomor 42); 
 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN NILAI USULAN 

KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 

2019.   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Magelang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.  

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan 
Keuangan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber 

dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah.  

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

BAB II 
BESARAN 

 
Pasal 2 

 

Batasan nilai usulan Bantuan Keuangan yang diajukan Pemerintah Desa diatur 
sebagai berikut: 
a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah);  

b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani paling sedikit Rp25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah);  

c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah);  
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d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier 

paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  

e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan 
paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);  

f. pembangunan atau rehabilitasi tempat evakuasi akhir paling banyak sesuai 

dengan besaran anggaran dalam DED;  
g. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa paling banyak Rp150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah); dan  
h. bantuan Operasional PAUD paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 

juta rupiah). 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.   

 
 
Ditetapkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 20 Januari 2018  
 

BUPATI  MAGELANG, 

 
ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid  

pada tanggal 20 Januari 2018 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,    
  

ttd 

 
EKO TRIYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 9      
 

 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

SARIFUDIN, S.H. 
Penata Tk I 

NIP. 196702121993121001 
 


